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Abstract  

E-government as a medium for public complaint services with case studies in the NTBcare 
application is a service prepared by the NTB government as a medium that allows the public 
to submit complaints or problems electronically and can also increase accessibility and 
efficiency in handling government complaints. This research aims to analyze how E-
government is a medium for serving public complaints, especially in the NTB Care 
application. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results 
of this research show that by utilizing online service applications, the NTB Care Application 
has become one of the applications that are powerful and effective in the NTB province for 
responding to public complaints and suggestions that come in from the public. The public can 
easily observe daily developments in their area without having to ask directly the relevant 
government agency and immediately receive an explanation and confirmation of the 
problem. Thus, the NTB Care application becomes the government's goal in providing 
services to the community quickly, efficiently, and effectively with an online system that aims 
to improve services and the community's quality of life. 

Keywords: E-government, improving, performance, government. 

Abstrak  

E-government sebagai media layanan pengaduan masyarakat dengan studi kasus di aplikasi 
NTBcare merupakan sebuah layanan yang disiapkan oleh pemerintah NTB sebagai media 
yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masalah secara 
elektronik dan juga dapat meningkatkan aksebilitas dan efisiensi dalam penanganan 
pengaduan pemerintah Tujuan Penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana E- 
government sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat khususnya pada aplikasi NTB 
Care. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dengan memanfaatkan aplikasi layanan online, 
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Aplikasi NTB Care telah menjadi salah satu aplikasi yang cukup ampuh dan efektif di 
provinsi NTB untuk pengaduan masyarakat dan menjawab aduan dan saran yang masuk 
dari masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengamati setiap hari perkembangan 
yang ada di daerah mereka, tanpa harus menanyakan langsung ke instansi pemerintahan 
terkait, dan langsung messsndapatkan penjelasan dan konfirmasi dari permasalahan 
tersebut.Dengan demikian aplikasi NTB Care menjadi tujuan pemerintah dalam 
memberikan pelayana terhadap masyarakat dengan mudah, efisien dan efektif dengan 
sistem online yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kualitas hidup 
masyrakat. 

Kata kunci: peran, e-pemerintah, peningkatan, kinerja, pemerintahan. 

 

 

PENDAHULUAN 
Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh 

komponen pemangku kepentingan, baik swasta sebagai fasilitator untuk 
pemerintah, birokrasi dan masyarakat itu sendiri (Rozikin et al., 2023). 
Masyarakat merupakan elemen penting dalam suatu penyelenggaran 
pemerintahan, karena dalam memberikan pelayanan pemerintah harus mampu 
memenuhi kebutuhan serta mengayomi masyarakat (Yohanes et al., 2023). Pada 
beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
yang strategis dan terkoordinasi dalam ranah administrasi negara telah menarik 
perhatian publik (Ali et al., 2023). Hal ini juga dapat dikatakan bahwa teknologi 
baru telah memasuki pasar baik untuk masyarakat maupun pemerintah, dengan 
kata lain penggunaan e-government dapat diartikan sebagai pemerintahan yang 
modern, efisien, transparant, partisipatif dan berorientasi (Karunia, 2023). 
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas E-government dan tata kelola yang baik 
saling berhubungan karena kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, 
meskipun fokusnya masing-masing mungkin berbeda (Hadi et al., 2024) 

Pradana et al., (2023) mendefinisikan e-government sebagai berikut: “Kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) 
untuk memberikan layanan kepada masyarakat”. Dari definisi tersebut, dapat kita 
lihat bahwa tujuan utama e-government adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 
kualitas layanan. Hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami 
ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang (Lamanda et al., 
2023). 

Di Indonesia, inovasi e-government sudah diinisiasi sejak beberapa tahun 
belakangan ini (Kurniawan et al., 2022). Selain adanya kebutuhan, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sebuah sistem yang 
terintegrasi, pengembangan e-government di Indonesia didukung oleh Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional pengembangan e-government dan didukung pula oleh regulasi yang 
terkait seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Implementasi 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Kunarti et al., 2023). 

Sementara itu keluhan Masyarakat terhadap pelayanan public masi sangat 
bervariasi seperti yang di sampaikan Jiang et al., (2023) menyebutkan bahwa, 
masyarakat seringkali mengeluh dan kecewa terhadap pelayanan birokrasi 
pemerintahan saat mengurus berkas maupun dokumen. elayanan publik pada 
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instansi pemerintah dikenal lamban dan tidak efisien. Menurut Hoop et al., (2023) 
keadaan seperti ini membuat masyarakat sebagai pengguna layanan publik 
menjadi tidak mendapatkan kepuasan sehingga masyarakat enggan mengurus 
sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. 

salah satu cara untuk memperbaiki layanan publik adalah aspek 
komunikasinya (Hasanah et al., 2023). Khazanah ilmu komunikasi mengenal model 
komunikasi dua arah dari Osgood dan Schramm. Komunikasi yang ideal adalah 
yang mempertemukan dua area pengalaman (field of experience) yakni 
pengalaman pengirim pesan dan penerima pesan (Kurniawan, Widayat, et al., 
2023). Aktualisasi dari perbaikan komunikasi layanan publik adalah dengan 
menyediakan media komunikasi yang lebih efektif (Prayogi, 2019). Dengan adanya 
pelayanan publik secara online, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam 
mengakses sistem informasi layanan publik secara efektif dan efisien (Akbar et al., 
2021). Penerapan sistem pelayanan yang berbasis online yang digalakkan 
pemerintah atau yang dikenal sebagai Electronic Government atau e-government 
(Kurniawan & Suswanta, 2022). 

Pelayanan publik menunjukkan banyak pola implementasi yang ditandai 
dengan berbagai kekurangan. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya daya 
tanggap, terbatasnya penyediaan informasi, berkurangnya aksesibilitas, kurangnya 
koordinasi, kecenderungan birokrasi, keengganan dalam menangani keluhan, 
rekomendasi, dan ambisi masyarakat, serta inefisiensi. Kemudian apakah dengan 
adanya media pengaduan secara online akan meningkatkan pelayanan publik di 
Nusa Tenggara Barat. 

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi, hal ini menarik untuk 
diteliti agar proses pelayanan publik menjadi lebih baik sesuai dengan Undamg-
Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik karena dengan diadakannya 
pelayanan secara online ini seharusnya mempermudah pelayanan untuk 
masyarakat di NTB, bukan untuk membuat kondisi pelayanan pubik berjalan 
kurang lancar dan terlaksana tidak efektif bagi masyarakat dalam pelaksanaannya  
(Aulia Rahmi et al., 2020).  ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses 
pelayanan bagi masyarakat dalam melakukan segala hal baik pengaduan kepada 
pemerintah secara online (Astafani, 2020). Dengan begitu, pelaksanaan e-
government sebagai media layanan pengaduan di NTB dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien. Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan dapat 
mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di NTB serta menguraikan 
beberapa solusi yang efektif dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat 
sehingga mencapai tingkat keoptimalan pada layanan website (Wijaya, 
Nurcahyanto, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaiman e-government sebagai media layanan pengaduan Masyarakat bisa 
digunakan dengan baik oleh masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintah 
di NTB dan bagaimana proses optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah NTB 
dalam penerapan e-government melalui website untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan public. 

Sejumlah penelitian sebelumnya terkait topik ini menjadi acuan pembeda dari 
penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan Abebe, (2020) Fokus pada 
Analisis e-government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mengetahui 
pelaksanaan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik dan untuk 
mengetahui faktor penghambat pelaksanaan e-government dalam pelayanan 
publik, berdasarkan indikator pengembangan e-government yaitu: Support, 
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Capacity, dan Value. Penelitian Hidayaturrahman et al., (2020) Fokus pada 
Efektivitas Website Sebagai Media  e-government dalam Meningkatkan Pelayanan 
Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jombang). Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas website sebagai media 
e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di 
Kabupaten Jombang. Penelitian Lama et al., (2020) fokus pada penerapan e-
government dalam pelayanan public di kabupaten sidoarjo untuk mendeskripsikan 
penerapan e-government di Kabupaten Sidaorjo dalam meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. Melihat penerapan e-government dengan pendekatan elemen- 
elemen sukses penerapan e-government. Sidoarjo sebagai Kota Pendamping 
Surabaya dan juga yang letaknya strategis di Gerbang kertasusila, serta di level 
internasional Sidoarjo juga menjalin kerjasama dengan kota-kota di Asia Pasifik 
yang tergabung dalam Citynet. Maka pemanfaatan teknologi informasi merupakan 
satu hal yang menjadi keharusan untuk Sidoarjo saat ini. Kemudian perbedaan 
dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah pada objek penelitian 
yang di teliti, Sehingga penelitian ini mengisi gap pengetahuan yang berfokus 
pada e-government sebagai media layanan pengaduan masyarakat studi kasus NTB 
Care. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi NTBcare sebagai media 
layanan pengaduan Masyarakat apakah sudah digunakan dengan baik oleh 
Masyarakat, apakah dengan menggunaan NTB Care  bisa efisien terhadap proses 
pemerintahan di Nusa Tenggara Barat (NTB).  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu 
strategi yang mendeksripsikan data secara sistematis,  faktual dan akurat dengan 
berupaya menggali kedalaman atau makna lebih mendalam (Kurniawan, et al., 
2023). Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap kasus layanan di birokrasi 
pemerintahan. Widayat et al., (2023) menjelaskan penelitian studi kasus 
merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, memerinci, 
dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah–
masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu). Dengan data 
primer diperoleh melalui pengamatan kami terhadap pelayanan publik di seluruh 
wilayah di Nusa Tenggara Barat, Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan Website NTB care. Teknik 
analisa data pada penelitian ini yaitu dengan reduksi data, display data dan 
menarik kesimpulan. Dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
tersebut, dapat di analisis dengan cara memahami dan mengkaji data secara lebih 
dalam. Dimulai dengan cara mengeksplorasi seluruh data temuan dan memeriksa 
kembali validitas dari data yang sudah ada kemudian menginterpretasi data 
tersebut untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian. 

. 
HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS 

Secara umum, e-government berperan dalam fungsi-fungsi sebagai sarana 
memperbaiki manajemen internal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan 
keputusan (decision supporting system) dan peningkatan pelayanan publik dalam 
bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media 
internet ataupun teknologi digital lainnya. Selain itu, e-government memiliki peran 
penting dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dengan memanfaatkan 
teknologi informasi untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada 
Masyarakat (Zitri et al., 2022). Ini juga dapat meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan 
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pemerintah. 

Penerapan e-government dalam institusi publik mulai diperkenalkan 
menjelang akhir abad 20, persisnya pada akhir dekade 1990-an terutama di 
negara-negara industri maju. Penerapan e-government berupa teknologi informasi 
pada lembaga pemerintahan merupakan upaya untuk merevitalisasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan ataupun dalam 
pemberian pelayanan sebagai responsi atas perubahan lingkungan strategis yang 
menuntut adanya administrasi publik yang efisien, efektif, transparan, dan 
akuntabel (Stephanidis et al., 2023). Jika diamati lebih dalam, perkembangan 
teknologi informasi secara imperatif telah menghilangkan batas-batas negara dan 
peradaban bangsa. Manajemen informasi yang sebelumnya bersifat homogen dan 
monopolitik bergeser ke arah informasi yang lebih heterogen dan demokratis. 
Manajemen publik yang semula tertutup dan birokratis telah berubah menjadi 
lebih terbuka, permisif, dan partisipatif (Kunarti et al., 2023)  

Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik juga meliputi upaya untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan. Provinsi 
NTB telah melakukan reformasi birokrasi dengan memperkenalkan sistem 
pelayanan berbasis elektronik, seperti sistem pelayanan mandiri di beberapa 
instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi antrian dan waktu 
tunggu dalam pelayanan publik, serta mempermudah akses masyarakat terhadap 
pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, Provinsi NTB juga telah melakukan 
berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di 
lembaga pemerintah Provinsi (Pratama et al., 2023). Jenis pelayanan dari e-
government yang dikeluarkan di Nusa Tenggara Barat yaitu layananan website 
NTB Care, beberapa perubahan diharapkan semakin mempercepat pembangunan 
dan mewujudkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, 
efektif, efisien, dan akuntabel (Nurita, 2016).  

NTB Care merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Dinas 
Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 
memahami dan merespon keluhan masyarakat kepada pemerintah secara 
langsung tanpa melalui prosedur protokol, sehingga dapat menghemat waktu dan 
juga dapat diakses di waktu sebenarnya. NTB Care merupakan salah satu inovasi 
berupa aplikasi yang dikembangkan pemerintah provinsi sebagai media aspirasi 
dan komunikasi timbal balik antara jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) 
lingkup pemerintah provinsi dengan masyarakat.  

Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan NTB Care dalam hal 
pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat tentunya harus 
memberikan kemudahan kepada pengguna yaitu masyarakat sebagai pengguna. 
Khususnya pada sistem aplikasi dan website, lebih mudah ditemukan dan 
digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan informasi pengaduannya. 
Berikut gambar aplikasi NTB Care milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
sebagai media aspirasi dan informasi pengaduan Masyarakat. 
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Gambar 1. Tampilan Aplikasi NTB Care 
Sumber: Berita NTB 2023 

Gambar di atas menjelaskan tentang aplikasi NTB Care. Jika masyarakat NTB 
ingin melaporkan suatu kejadian yang melibatkan pelayanan publik di bidang 
pembatasan nontarif, masyarakat dapat mencari dengan istilah pencarian “NTB 
Peduli” dan akan langsung muncul website NTB Peduli. situs ini memiliki dasbor, 
keluhan, berita, kisah sukses, dan survei. Kepada masyarakat Untuk 
menyampaikan pengaduan, masyarakat wajib mengisi kolom laporan dan 
mengirimkannya secara rinci dan lengkap, meliputi uraian laporan, tanggal dan 
tempat kejadian, landasan, kategori yang disampaikan. pengaduan, foto kejadian 
dan dokumen lalu ajukan pengaduan. Selain pengaduan pelayanan publik, NTB 
Cares juga menyampaikan potensi pengaduan pelayanan publik yang melanggar 
hukum atau diduga melakukan tindak pidana, dan manajemen NTB Care 
memantau sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Sistem ini 
merupakan suatu mekanisme pelaporan kejahatan dalam kegiatan tertentu yang 
melibatkan pegawai dan individu lain dalam organisasi tempatnya bekerja, ketika 
pelapor tersebut bukan termasuk pelaku kejahatan yang dilaporkan. 

 

 

Gambar 2. layanan pengaduan Masyarakat 
Sumber: website NTB care 
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Gambar di atas menjelaskan layanan pengaduan masyarakat NTB Care yang 
juga dapat dilakukan melalui WhatsApp tanpa aplikasi juga dapat memfasilitasi 
pengaduan masyarakat terhadap layanan di Nusa Tenggara Barat. Pengaduan 
melalui WhatsApp tentunya akan memudahkan dan efisien kerja masyarakat 
dalam menyampaikan pengaduan serta memudahkan pemerintah dalam 
menanggapi pengaduan tersebut. Berkat imbauan yang efektif, proses pengurusan 
dipastikan berjalan lancar. 

Pada aplikasi NTB Peduli, prosedur pengaduan yang harus diikuti 
masyarakat kurang lebih memiliki mekanisme dan prosedur yang memadai; 
Bedanya, jika digunakan melalui aplikasi, masyarakat harus mengunduh aplikasi 
NTB Care Play Store atau App Store terlebih dahulu, kemudian diarahkan untuk 
membuat akun untuk mendapatkan akun. Pengaduan dengan mengisi Nama, 
Alamat, Nomor Handphone, Alamat Email, Username dan Password. Untuk langkah 
selanjutnya, prosedur pengaduan sama seperti di website Peduli NTB. Jika kita 
lihat dan analisa, pengaduan terhadap layanan NTB Care cukup mudah karena 
struktur website, fungsi pencarian, sitemap dan URL mudah diingat dan informasi 
pribadi mudah didapat. Setelah pelapor atau masyarakat menyampaikan 
pengaduannya, tim NTB Peduli meneruskan Laporan Pengaduan Masyarakat ke 
OPD terkait berdasarkan jenis informasi atau laporan yang diterima; setelah itu 
Pengelola OPD OPD akan memeriksa pesan-pesan yang diterima untuk dijawab 
dan dipenuhi berdasarkan urgensi pemberitahuan masyarakat yang diterima dan 
berikut gambar pengaduan atau laporan yang dikirimkan melalui website NTB 
Care: 

 

 

Gambar 3. Dokumentasi Laporan Pengaduan Masyarakat 
Sumber: Website NTB Peduli 

Gambar 3 di atas merupakan hasil dari beberapa pengaduan masyarakat 
melalui website NTB Care, gambar diatas menunjukkan jenis pengaduan yang 
pertama yaitu permasalahan kesehatan warga yang memerlukan pertolongan 
akibat kurang baiknya pelayanan di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Biaya 
pengobatan dan permasalahannya tim pengobatan NTB akan segera 
mengirimkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua, 
permasalahan lingkungan hidup yaitu permasalahan sampah dan permasalahan 
aliran sungai di perumahan segera dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Nusa 
Tenggara Barat. Ketiga, permasalahan jalan rusak segera dilimpahkan ke 
Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Wilayah (PUPR) Nusa Tenggara 
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Barat. Keempat, adanya permasalahan sampah di destinasi wisata Labuhan Haji 
Lombok Timur dan permasalahan tersebut segera dilaporkan ke Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur. Merespon permasalahan yang dilaporkan masyarakat baik 
melalui website, media sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dan aplikasi NTB 
Care. Tim pemeliharaan NTB merespon dengan sangat cepat dan segera 
meneruskannya ke instansi terkait berdasarkan pengaduan masyarakat yang 
diterima saat itu, namun berbeda dengan tim pemeliharaan NTB, pengelola OPD 
yang dituju belum memberikan respon yang nyata. waktu tim NTB Peduli 
meneruskan informasi pengaduan. Namun memerlukan waktu 3-6 hari untuk 
mendapatkan respon dari Service Manager atau OPD terkait.  

Tabel 1. Jumlah Pengaduan  Perbulan Masyarakat Melalui Aplikasi NTB Care 
No Bulan Aduan 
1 Januari 49 
2 Februari 129 
3 Maret 108 
4 April 63 
5 Mei 58 
6 Juni 71 
7 Juli 86 

Sumber: Diskominfotik NTB, 2023 
Berdasarkan tabel 1 di atas, ditampilkan data pengaduan masyarakat melalui 

program NTB care pada bulan Januari hingga Juli 2022. Terlihat peningkatan dan 
penurunan pada bulan januari aduan Masyarakat cukup rendah  dengan jumlah 
aduan 49 sedangkan pada bulan februari dan maret terjadi peningkatan yang 
signifikan sejumlah 129 dan 108 aduan selanjutnya pada bulan april menurun 
dengan jumlah aduan 63, bulan mei 58 aduan bulan juni 71 aduan dan bulan juli 
86 aduan. Penggunaan aplikasi NTB Care dikatakan baik. Melalui tabel di atas, 
kami membahas keluhan bulanan masyarakat melalui aplikasi NTB Care yang 
merupakan salah satu contoh upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Pelayanan online dapat dimaksimalkan melalui aplikasi NTB 
Care. Meskipun masih terdapat kesenjangan fasilitas pelayanan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana dari pemerintah itu sendiri. Sementara itu, 
sumber daya manusianya masih kurang sehingga pelayanan yang menggunakan 
aplikasi NTB Care juga kurang maksimal. Jadi tujuan utama pemerintah dalam 
pelaksanaan e-government ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dengan mudah efektif dan efisien dengan sistem online, dalam mewujudkannya 
pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan 
publik yang efektif dan efisien antara lain yaitu: Aplikasi untuk memudahkan 
pelayanan secara online, infrastruktur dan jaringan komunikasi seperti sarana pos 
dan telekomunikasi dan didukung dengan adanya Command Center yang 
mempunyai server sampai dengan 1000 tera serta Quick Wins Smart City Daerah 
guna untuk mempercepat peningkatan pelayanan serta kualitas hidup masyarakat. 
Dari segi pelayanan yang dilakukan masih banyak kekurangan seperti fasilitas 
yang belum maksimal digunakan dikarenakan kualitas dan kuantitas sumberdaya 
manusia yang masih kurang, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi dalam 
pelaksanaan pelayanan serta regulasi yang masih dalam proses (Karunia, 2023).  

 

 

KESIMPULAN 
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Pelayanan saat ini tidak lagi bersifat hierarkis namun justru memberikan 
efektivitas layanan. Hal serupa juga terjadi pada penggunaan aplikasi NTB Care 
sebagai media layanan pengaduan masyarakat. Tujuannya sebagai pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu landasan penyelenggaraan 
pemerintahan berbasis elektronik untuk memudahkan pemberian pelayanan 
publik kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi layanan online, 
Aplikasi NTB Care telah menjadi salah satu aplikasi yang cukup efektif di provinsi 
NTB untuk melakukan pengaduan masyarakat dan menjawab aduan, saran yang 
masuk dari masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengamati setiap hari 
perkembangan yang ada di daerah mereka, tanpa harus menanyakan langsung ke 
instansi pemerintahan terkait, dan langsung mendapatkan penjelasan dan 
konfirmasi dari permasalahan tersebut. Dengan demikian aplikasi NTB Care 
menjadi tujuan pemerintah dalam memberikan pelayana terhadap masyarakat 
dengan mudah, efisien dan efektif dengan sistem online yang bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan serta kualitas hidup masyrakat. limitasi dari penelitian 
ini dimana lebih banyak menggunakan data sekunder sementara data primer 
hanya berupa pengamatan dan belum sepenuhnya melibatkan penilaia publik 
maka dari itu rekomendasi penelitian masa depan untuk fokus pada bagaimana 
penilaian publkc terhadap aplikasi NTB Care di Nusa Tenggara Barat. 
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